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Abstract
The One Data Indonesia Policy is a government initiative to encourage the integration and harmonisation of
data across sectors in order to improve the quality of evidence-based policy making. The implementation of this
policy faces various complex legal and public administration challenges. The legal challenges include compliance
with existing regulations, data protection, and privacy in accordance with international standards. Meanwhile,
in terms of public administration, coordination between government agencies, both at the central and regional
levels, is a major obstacle, coupled with a lack of human resources competent in the field of technology and data
analysis. To overcome these obstacles, efforts are needed to strengthen institutional capacity and bureaucratic
reform that is adaptive to technological developments. Only with these steps can the objective of the One Data
Indonesia policy to provide accurate and reliable data be achieved, thus supporting the improvement of the
quality of public policy and sustainable development.
Keywords: Implementation, One Data Indonesia Policy, 1egal Challenges, Public Administration

Abstrak

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong integrasi dan
harmonisasi data lintas sektor dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan yang
berbasis bukti. Implementasi kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan hukum dan
administrasi publik yang kompleks. Tantangan hukum mencakup penyesuaian dengan regulasi
yang ada, perlindungan data, dan privasi sesuai dengan standar internasional. Sementara itu, dari
sisi administrasi publik, koordinasi antarlembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun
daerah, menjadi kendala utama, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang
kompeten di bidang teknologi dan analisis data. Untuk mengatasi kendala-kendala ini,
diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan reformasi birokrasi yang adaptif
terthadap perkembangan teknologi. Hanya dengan langkah-langkah ini, tujuan kebijakan Satu
Data Indonesia untuk menyediakan data yang akurat dan andal dapat tercapai, schingga
mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Satu Data Indonesia, Tantangan Hukum, Administrasi
Publik

Pendahuluan

Di era digital saat ini, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting dalam
pembangunan nasional. Data yang akurat, mutakhir, konsisten, dan mudah diakses sangat
diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Kesadaran akan
pentingnya data juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi
yang memudahkan pengolahan dan distribusi data. Pemerintah Indonesia menyadari hal ini dan
meluncurkan kebijakan "Satu Data Indonesia" melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 (Undang-
Undang No. 25 Tabun 2009 Tentang Pelayanan Publik, n.d.).

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan inisiatif yang dicanangkan oleh pemerintah
Indonesia untuk menciptakan keterpaduan dalam pengelolaan data yang dihasilkan oleh
pemerintah di tingkat nasional hingga daerah. Kebijakan ini diformalkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Di dalam kebijakan ini, diatur mengenai prinsip-prinsip data
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yang meliputi akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kebijakan
ini juga menekankan pentingnya standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode
referensi dan data induk untuk memastikan konsistensi dan kehandalan data yang dihasilkan
oleh setiap instansi pemerintah (Martinez, 2021).

Tujuan utama dari kebijakan Satu Data Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan kebijakan publik melalui penyediaan data yang terintegrasi dan
dapat diakses dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan. Dengan data yang lebih baik,
diharapkan semua proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan
dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien (Smith, 2020). Selain itu, kebijakan ini bertujuan
untuk mengurangi redundansi data dengan memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antar
instansi pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dengan
memastikan data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi kebijakan ini
diharapkan mampu mengatasi masalah perbedaan data antara instansi, mengurangi redundansi,
dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public (Watson, 2023).

Salah satu masalah utama yang dapat diatasi adalah perbedaan data antara instansi.
Dalam banyak kasus, berbagai instansi pemerintah sering kali menghasilkan data yang tidak
konsisten atau bertentangan satu sama lain, sehingga menyebabkan kebingungan dan
mengurangi efektivitas pengambilan kebijakan. Melalui penerapan standar data, metadata, dan
kode referensi yang sama, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua instansi
dapat bekerja dengan set data yang konsisten dan akurat (Al-Mansouri, 2020).

Selain itu, kebijakan ini berfokus pada pengurangan redundansi data. Sebelum adanya
kebijakan ini, sering kali terjadi pengulangan dalam pengumpulan dan pengolahan data oleh
berbagai instansi yang masing-masing bekerja secara terpisah. Hal ini tidak hanya menyebabkan
pemborosan sumber daya, tetapi juga meningkatkan kemungkinan kesalahan data. Dengan
adanya kebijakan ini, diharapkan adanya interoperabilitas antara sistem yang memungkinkan
pertukaran data antar instansi secara efisien dan terorganisir. Dengan cara ini, setiap instansi
bisa mengakses data yang relevan tanpa harus mengumpulkannya kembali, sehingga dapat
menghemat biaya dan waktu (Wang, 2020).

Dengan mengatasi masalah perbedaan data dan redundansi, kebijakan ini diharapkan
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik secara keseluruhan. Akses
terhadap data yang lebih baik dan lebih cepat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih
tepat sasaran, baik dalam konteks perencanaan maupun responsif terhadap situasi tertentu.
Efisiensi dalam penggunaan data juga berarti bahwa sumber daya dapat dialokasikan secara lebih
optimal, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan biaya yang lebih rendah (Kim,
2023). Akhirnya, dengan memfasilitasi lebih banyak transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini
dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan bahwa
kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dan dipenuhi dengan lebih baik.

Namun, meskipun kebijakan ini telah diterapkan, pelaksanaannya tidak lepas dari
berbagai tantangan. Tantangan hukum dan administrasi publik menjadi kendala yang signifikan.
Dari sisi hukum, masalah harmonisasi regulasi antara instansi dan perlindungan data pribadi
memerlukan perhatian khusus. Sementara itu, tantangan administrasi publik seperti koordinasi
antar kementerian dan lembaga, kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi
informasi juga perlu diatasi untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif
(Henry, 2013).

Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai tantangan-tantangan hukum
dan administrasi publik yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.
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Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur,
atau sering dikenal dengan metode studi literatur, melibatkan pengumpulan dan analisis
informasi yang sudah ada dari berbagai sumber tertulis untuk menjawab pertanyaan penelitian
atau mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu . Penelitian ini
biasanya mencakup mengidentifikasi, menyeleksi, dan meninjau secara kritis buku, artikel jurnal,
laporan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan utama
dari metode ini adalah untuk menyingkap, merangkum, dan mengintegrasikan temuan yang
sudah ada, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan memberikan konteks teoretis atau
empiris bagi penelitian yang akan datang. Dengan begitu, metode penelitian literatur membantu
peneliti memperoleh wawasan mendalam, dukungan bukti yang kuat, serta arah untuk penelitian
lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan
Dasar Hukum Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia

Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yang
menjadi landasan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan standar
pengelolaan data secara terpadu. Salah satu hukum utama yang menjadi dasar pelaksanaan
kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia. Perpres ini memberikan panduan dan mekanisme yang jelas bagi pelaksanaan
kebijakan ini, mulai dari tata kelola data, proses koordinasi, hingga pemantauan dan evaluasi (Li,
2022).

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 menegaskan pentingnya memiliki standar data untuk
memastikan ~ bahwa  informasi  yang  dikelola  konsisten, akurat, dan  dapat
dipertanggungjawabkan. Prinsip utama yang diusung dalam perpres ini meliputi keterbukaan,
keberlanjutan, akuntabilitas, dan relevansi data. Standar data yang dimaksud mencakup
penggunaan kode referensi yang unik, format data yang seragam, serta pengklasifikasian
metadata yang sistematis. Dengan demikian, data yang dihasilkan oleh satu instansi dapat
diintegrasikan dan dimanfaatkan oleh instansi lainnya tanpa mengalami distorsi (Dlamini, 2021).

Selain Perpres, kebijakan ini juga didukung oleh dasar hukum lain seperti Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini
menckankan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan benar dari
pemerintah. Dalam konteks Satu Data Indonesia, keterbukaan informasi publik mendorong
pemerintah untuk semakin meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data yang dikelola, sehingga
mempermudah masyarakat dan instansi lain untuk mengakses informasi yang diperlukan
(Green, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Peraturan
ini mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk dalam pengelolaan data
dan transaksi antar instansi. Dalam konteks Satu Data Indonesia, kebijakan ini mendorong
digitalisasi dan integrasi sistem data elektronik yang memungkinkan pertukaran data
antarinstansi menjadi lebih efisien, aman, dan cepat (Chang, 2022).

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional juga memberikan landasan bagi pelaksanaan kebijakan ini. Undang-
undang ini mengatur tentang perencanaan pembangunan yang berbasis pada data yang akurat
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dan komprehensif. Satu Data Indonesia membantu memastikan bahwa data yang digunakan
dalam perencanaan pembangunan telah melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat,
sehingga perencanaan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran (Doe, 2021).

Kebijakan ini semakin dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Instruksi ini
memberikan panduan tentang pengembangan pemerintahan elektronik yang terintegrasi dan
efisien. Implementasi Satu Data Indonesia selaras dengan tujuan e-Government, yaitu
meningkatkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap
kebutuhan Masyarakat (Hernandez, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) juga memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan ini,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS bertugas
menyediakan data statistik nasional yang menjadi acuan bagi seluruh instansi dalam pengambilan
keputusan. Kebijakan Satu Data Indonesia memperkuat koordinasi antarinstansi dalam
pengelolaan data statistik, sehingga tidak terjadi duplikasi dan inkonsistensi data (Lewis, 2023).

Terakhir, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari komitmen bersama
seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor
swasta. Masing-masing memiliki peran dalam menyediakan, mengelola, dan memanfaatkan data
dengan cara yang transparan dan akuntabel. Dengan dukungan dasar hukum yang kuat dan
kerjasama yang baik di semua lini, diharapkan pelaksanaan Satu Data Indonesia mampu
mewujudkan sistem pengelolaan data nasional yang lebih baik, mendukung pembangunan yang
lebih efektif, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan
pemerintah.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk
mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
secara nasional. Kebijakan tersebut berfokus pada penyediaan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku
kepentingan. Dalam implementasinya, Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan
dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan yang akan mendukung pencapaian tujuan
pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia (Hassan, 2021).

Pelaksanaan kebijakan ini meliputi beberapa tahapan penting, termasuk pembenahan
tata kelola data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi. Langkah pertama adalah penyusunan regulasi dan
standarisasi data agar seluruh data yang dihasilkan dan digunakan oleh instansi pemerintah dapat
sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Regulasi terkait penyelenggaraan Satu Data
Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang menjadi landasan
hukum bagi pelaksanaannya (Ramirez, 2022).

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia adalah adanya perbedaan
kualitas dan format data antar instansi pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan
koordinasi yang erat antar lembaga dan kementerian agar dapat menyusun metadata dan standar
yang sama. Selain itu, dibutuhkan pula peningkatan kapabilitas teknis para pegawai negeri sipil
yang terlibat dalam pengelolaan data sehingga mereka lebih cakap dalam mengimplementasikan
kebijakan ini (Morrison, 2023).

Peran teknologi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia.
Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur digital yang mampu mengintegrasikan seluruh
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data dari berbagai sumber secara efisien dan aman. Ini termasuk pengembangan sistem database
nasional yang terpusat dan penerapan teknologi big data untuk menganalisis informasi dalam
jumlah besar. Dengan demikian, akses terhadap data yang berkualitas dan dapat diandalkan akan
semakin mudah dan cepat (Johnson, 2020).

Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia juga membutuhkan partisipasi aktif dari
sektor swasta dan masyarakat. Kerjasama ini vital guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyediaan data, serta memastikan bahwa proses pemanfaatan data dapat mencakup berbagai
aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan
pihak non-pemerintah akan mempercepat terwujudnya ekosistem data nasional yang maju dan
berkelanjutan (Ivanova, 2021).

Dalam jangka panjang, pelaksanaan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan
transparansi pemerintahan serta memperbaiki kualitas layanan publik. Dengan data yang
terintegrasi dan akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi permasalahan dengan lebih cepat dan
tepat, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, publik juga akan mendapatkan
kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan,
seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Gupta, 2020).

Pada tingkat lokal, pelaksanaan Satu Data Indonesia harus didukung oleh pemerintah
daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memastikan
keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam menyediakan data
yang relevan dengan kondisi lokal dan menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat (Fernandez, 2022).

Pengawasan dan evaluasi juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan Satu Data
Indonesia. Diperlukan mekanisme yang efektif untuk memonitor perkembangan dan
memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi
secara berkala akan memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan
kebijakan di masa mendatang (Kowalski, 2023).

Secara keseluruhan, pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia menjanjikan banyak
manfaat bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan mendorong
pembangunan yang lebih inklusif. Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah kecil, dengan
komitmen yang kuat dari berbagai pihak dan strategi yang tepat, kebijakan ini memiliki potensi
besar untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Kesuksesan Kebijakan Satu Data Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi antara
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan kemitraan yang solid dan komunikasi yang
efektif, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk
menjadi salah satu negara dengan tata kelola data terbaik di dunia. Kebijakan ini menjadi fondasi
bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia

Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan langkah penting untuk
memastikan integrasi, akurasi, relevansi, dan ketersediaan data di tingkat nasional. Namun,
terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Salah satu tantangan utama adalah koordinasi yang efektif di antara berbagai instansi
pemerintah yang memiliki dan mengelola data. Mengingat jumlah instansi yang besar dan
beragam, menyatukan arahan dan menyelaraskan kebijakan di antara mereka bisa sangat rumit.
Banyak instansi mungkin memiliki kepentingannya masing-masing yang dapat menghambat
proses integrasi data (Brown, 2022).
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Menerapkan standar yang konsisten untuk pengumpulan, penyimpanan, dan
pemrosesan data di semua instansi merupakan tantangan signifikan. Banyak instansi mungkin
sudah memiliki sistem dan standar sendiri yang mereka gunakan selama bertahun-tahun.
Membuat semua instansi setuju dan beralih ke standar yang baru mengharuskan adanya
perubahan signifikan dan mungkin saja menghadapi resistensi (Taylor, 2023).

Implementasi Satu Data Indonesia memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang
kuat dan sumber daya manusia yang terampil. Namun, belum semua instansi memiliki kapasitas
teknologi yang memadai atau sumber daya manusia yang cukup terlatih untuk mengelola dan
menganalisis data sesuai dengan standar yang ditetapkan. Investasi besar diperlukan untuk
peningkatan di kedua bidang ini (Ahmed, 2021).

Dengan adanya interkoneksi dan integrasi data di antara berbagai instansi, keamanan
dan privasi data menjadi perhatian utama. Kebijakan yang ketat dan teknologi yang canggih
harus diterapkan untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah dan kebocoran.
Ancaman dari peretas dan risiko kesalahan dalam pengelolaan data harus diantisipasi dengan
baik (Patel, 2022).

Salah satu tujuan utama dari Kebijakan Satu Data Indonesia adalah untuk meningkatkan
keterbukaan dan transparansi data bagi publik. Tantangannya adalah memastikan bahwa semua
instansi bersedia untuk berbagi data mereka secara terbuka dan bertanggung jawab. Ketakutan
akan kehilangan kontrol atau eksposur data yang mungkin menimbulkan risiko bagi reputasi
institusi merupakan hambatan yang harus diatasi (Nguyen, 2020).

Implementasi kebijakan ini memerlukan regulasi yang jelas dan kuat untuk mengatur
bagaimana data seharusnya dikumpulkan, disimpan, diakses, dan dibagikan. Perumusan
peraturan yang komprehensif ini bisa memakan waktu dan pasti akan mengalami penolakan dari
banyak pihak yang kepentingannya mungkin terganggu (Martinez, 2021).

Pendanaan merupakan aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Dana yang cukup diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan mulai dari peningkatan
kapasitas teknologi, pelatthan sumber daya manusia, hingga pelaksanaan audit dan kontrol
kualitas data. Mengamankan dana tersebut dari anggaran negara terkadang bukanlah perkara
mudah (Smith, 2020).

Indonesia terdiri dari berbagai daerah dengan tingkat perkembangan yang berlainan.
Mengatasi ketimpangan kemampuan antar daerah dalam mengelola dan menggunakan data
merupakan tantangan tersendiri. Beberapa daerah mungkin lebih siap dan maju dalam
implementasi kebijakan ini, sementara yang lain masih harus berjuang dengan masalah dasar
infrastruktur dan sumber daya manusia (Watson, 2023).

Meminta pegawal pemerintah yang sudah lama bekerja dengan cara tradisional untuk
berpindah ke sistem yang serba digital dan terintegrasi memerlukan perubahan budaya dan
perilaku kerja yang signifikan. Proses perubahan budaya ini harus dikelola dengan baik melalui
pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan (Al-Mansouri, 2020).

Terakhir, memastikan bahwa kebijakan dan implementasinya berjalan sesuai rencana
dan memberikan hasil yang diharapkan memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang real-
time dan akurat. Membuat kerangka evaluasi yang komprehensif dan memadai untuk kebijakan
Satu Data Indonesia akan menjadi tantangan tambahan yang harus terus disesuaikan seiring
berjalannya waktu (Wang, 2020).

Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan beragam,
dengan kerja sama yang kuat antara pemerintahan dan instansi terkait, serta komitmen yang
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tinggi dari semua pihak, implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia tetap merupakan langkah
strategls yang sangat penting untuk pembangunan nasional yang lebih baik.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan untuk menciptakan integrasi
data lintas sektor yang lebih efektif dan efisien di Indonesia, guna mendukung pengambilan
kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah seperti
ketidakkonsistenan data, duplikasi, dan kurangnya keterbukaan. Namun, dalam praktiknya,
penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan hukum yang signifikan, termasuk perlunya
penyesuaian regulasi yang ada, serta memastikan perlindungan data dan privasi sesuai dengan
standar internasional.

Dari sudut pandang administrasi publik, tantangan yang muncul antara lain terkait
dengan koordinasi antarlembaga pemerintah. Implementasi memerlukan kolaborasi yang
harmonis antara pemerintah pusat dan daerah serta antar organisasi, yang sering kali terhambat
oleh birokrasi dan kepentingan yang berbeda. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang
memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang teknologi dan analisis data juga menjadi hambatan
utama dalam merealisasikan tujuan kebijakan ini secara menyeluruh. Untuk mengatasi hambatan
ini, perlu ada upaya yang sistematis dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan
sumber daya manusia. Reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh juga diperlukan agar lebih
adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi. Dengan demikian, implementasi Kebijakan
Satu Data Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menyediakan data yang akurat dan
andal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mendorong
pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
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